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Abstrak

Merokok merupakan faktor risiko utama berbagai penyakit kronis, dengan prevalensi perokok dewasa di
Indonesia mencapai sekitar 34,5% atau lebih dari 70 juta orang. Meskipun kebijakan Kawasan Tanpa
Rokok (KTR) telah diterapkan, pelanggaran masih ditemukan, termasuk di Puskesmas Bestari Medan
yang pada tahun 2025 masih mencatat 243 perokok dari 1.026 peserta skrining. Penelitian ini
menggunakan desain kuantitatif dengan pendekatan cross sectional yang dilaksanakan di wilayah kerja
Puskesmas Bestari Kota Medan pada Juli 2025 -Februari 2026. Populasi penelitian adalah pengunjung
perokok yang mengikuti skrining perilaku merokok sebanyak 278 orang, dengan jumlah sampel 75
responden ditentukan melalui teknik purposive sampling. Analisis data meliputi analisis univariat,
bivariat, dan multivariat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan (p=0,000), sikap (p=0,000),
sanksi (p=0,000), fasilitas sarana pendukung (p=0,000), dukungan tenaga kesehatan (p=0,000). Hasil
analisis multivariat menunjukkan bahwa sanksi merupakan variabel yang paling dominan dalam
memengaruhi kepatuhan masyarakat terhadap penerapan Perda Kawasan Tanpa Rokok di Puskesmas
Bestari Medan (p=0,000). Penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan, sikap masyarakat,
ketersediaan fasilitas sarana pendukung, dukungan tenaga kesehatan, dan sanksi berpengaruh signifikan
terhadap kepatuhan masyarakat dalam mematuhi Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok. Disarankan
kepada pemerintah Kota Medan agar memperkuat pembinaan dan pengawasan penerapan Perda Kawasan
Tanpa Rokok di fasilitas pelayanan kesehatan, khususnya puskesmas.

Kata Kunci: Pengetahuan, Sikap, Ketersediaan Fasilitas Sarana Pendukung, Dukungan Tenaga

Kesehatan, Sanksi, Kepatuhan, Perda KTR

Abstract

Smoking is a major risk factor for various chronic diseases, with the prevalence of adult smokers in
Indonesia reaching around 34.5% or more than 70 million people. Although the Smoke-Free Area (KTR)
policy has been implemented, violations are still found, including at the Bestari Community Health
Center in Medan, which in 2025 still recorded 243 smokers out of 1,026 screening participants. This
study used a quantitative design with a cross-sectional approach carried out in the Bestari Community
Health Center working area in Medan City from July 2025 to February 2026. The study population was
278 smoker visitors who participated in smoking behavior screening, with a sample size of 75
respondents determined through purposive sampling techniques. Data analysis included univariate,
bivariate, and multivariate analysis. The results showed that knowledge (p = 0.000), attitudes (p = 0.000),
sanctions (p = 0.000), supporting facilities (p = 0.000), and support from health workers (p = 0.000). The
results of the multivariate analysis indicate that sanctions are the most dominant variable influencing
community compliance with the implementation of the Smoke-Free Area Bylaw at the Bestari
Community Health Center in Medan (p=0.000). This study indicates that knowledge, community
attitudes, availability of supporting facilities, support from health workers, and sanctions significantly
influence community compliance with the Smoke-Free Area Bylaw. It is recommended that the Medan
City government strengthen guidance and supervision of the implementation of the Smoke-Free Area
Bylaw in health care facilities, particularly community health centers.
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Pendahuluan

Merokok merupakan salah satu
penyebab utama berbagai penyakit
kronis sekaligus penyebab kematian
yang sebenarnya dapat dicegah. Rokok
mengandung ribuan zat berbahaya yang
mampu merusak hampir seluruh organ
tubuh manusia. Kondisi ini
meningkatkan risiko terjadinya berbagai
penyakit degeneratif seperti jantung,
stroke,  kanker, dan  gangguan
pernapasan. World Health Organization
(WHO) tahun 2024 melaporkan bahwa
ada sekitar 1.3 milliar pengguna
tembakau.  Penggunaan  tembakau
mengakibatkan lebih dari 7 juta
kematian langsung pada perokok aktif,
serta sekitar 1,2 juta kematian pada
perokok pasif akibat paparan asap
rokok. Dengan demikian, total lebih
dari 8 juta orang meninggal setiap
tahunnya di seluruh dunia karena
tembakau (WHO, 2024).

Dalam lingkup Asia Tenggara,
Indonesia menempati posisi sebagai
negara dengan jumlah perokok terbesar
di kawasan Asia Tenggara. Laporan
Tobacco Atlas (2022) mencatat bahwa
jumlah perokok dewasa di Indonesia
mencapai 76,7 juta orang, terdiri atas
73,9 juta pria dan 2,3 juta wanita
(Southeast Asia Tobacco Control
Alliance, 2022). WHO juga melaporkan
bahwa 73,6% pria dewasa di Indonesia
adalah perokok aktif, angka yang
tertinggi di ASEAN bahkan salah satu
yang tertinggi di dunia. Fakta ini
memperlihatkan  bahwa  Indonesia
menghadapi beban kesehatan yang lebih
berat dibandingkan dengan negara-
negara tetangga (WHO, 2024).

Kementerian Kesehatan R1 (2022)
menunjukkan bahwa dalam kurun
waktu satu dekade, jumlah perokok
dewasa mengalami peningkatan
signifikan. Pada tahun 2011 jumlah
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perokok dewasa diperkirakan sekitar
60,3 juta orang, sementara pada 2021
meningkat menjadi 69,1 juta orang.
Peningkatan sebesar hampir 9 juta
orang ini memperlihatkan bahwa upaya
pengendalian rokok belum mampu
secara efektif menekan angka konsumsi,
terutama karena faktor pertumbuhan
penduduk dan mudahnya akses terhadap
produk tembakau (Kemenkes RI, 2022).

Hasil survei yang lebih mutakhir
diperoleh dari Global Adult Tobacco
Survey (GATS) 2021, yang menemukan
bahwa 34,5% orang dewasa di
Indonesia atau sekitar 70,2 juta orang
menggunakan produk tembakau. Dari
jumlah tersebut, 65,5% adalah pria
(sekitar 67 juta) dan 3,3% adalah wanita
(sekitar 3 juta). Survei ini juga
menyoroti tingginya paparan asap rokok
di tempat umum, vyaitu 74,2% di
restoran dan 44,8% di tempat kerja.
Selain itu, tren baru menunjukkan
peningkatan penggunaan rokok elektrik
dari hanya 0,3% pada 2011 menjadi 3%
pada 2021, atau sekitar 6 juta pengguna,
yang menambah kompleksitas masalah
pengendalian tembakau (Kemenkes RI,
2022).

Sementara itu, Survei Kesehatan
Indonesia (SKI) 2023 melaporkan
bahwa jumlah perokok aktif di
Indonesia mencapai sekitar 70 juta
orang, dengan 7,4% di antaranya adalah
remaja berusia 10-18 tahun. Meskipun
angka ini menurun dari 9,1% pada
tahun 2018, kelompok usia muda tetap
rentan terhadap kebiasaan merokok.
Data SKI juga menunjukkan bahwa
remaja usia 15-19 tahun merupakan
kelompok terbanyak yang merokok
(56,5%), disusul kelompok usia 10-14
tahun sebesar 18,4%. Kondisi ini
mengindikasikan  bahwa  meskipun
prevalensi  nasional relatif stabil,
generasi muda masih berisiko tinggi
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terjerumus dalam perilaku merokok
(Kemenkes RI, 2024).

Dampak tingginya angka perokok
terlihat jelas pada beban mortalitas di
Indonesia. Pada tahun 2021,
penggunaan tembakau menyebabkan
sekitar 268.600 kematian, yang terdiri
dari 220.800 pria dan 47.800 wanita.
Dengan demikian, antara 12,3% hingga
23,3% dari seluruh kematian di
Indonesia terkait langsung dengan
konsumsi rokok, dengan proporsi lebih
besar pada pria (17,8%) dibandingkan
wanita (5%).

Berdasarkan data Badan Pusat
Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Utara
tahun 2024, diketahui bahwa prevalensi
perokok usia 15 tahun ke atas tercatat
sebesar 27,24% pada tahun 2021,
menurun menjadi 25,32% pada tahun
2022, dan kembali meningkat menjadi
26,28% pada tahun 2023. Jika dihitung
berdasarkan jumlah penduduk usia 15
tahun ke atas yang diperkirakan
mencapai 11,5 juta jiwa, maka pada
tahun 2023 terdapat sekitar tiga juta
orang perokok aktif di Sumatera Utara.

Berdasarkan data dinas kesehatan
Kota Medan tahun 2025, tercatat bahwa
pada tahun 2023 jumlah peserta
sebanyak 240.902 orang, dengan 29.820
orang di antaranya adalah perokok,
sementara  211.082 orang tidak
merokok. Pada tahun 2024, jumlah
peserta meningkat menjadi 373.209
orang, dengan 22.315 perokok dan
350.894 bukan perokok. Kemudian,
pada tahun 2025 jumlah peserta
skrining mencapai  167.295 orang,
terdiri dari 4.901 perokok dan 162.394
bukan perokok.

Kebijakan kawasan tanpa rokok
(KTR) dengan regulasi yang Kketat
diterapkan di Singapura, larangan
merokok  diatur  dalam  Smoking
(Prohibition in Certain Places) Act
yang telah berlaku sejak tahun 1970-an
dan terus diperluas hingga mencakup
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kawasan wisata seperti Orchard Road,
dengan denda yang dapat mencapai
SGD 1.000 bagi pelanggar (National
Environment Agency, 2023).

Di Indonesia, kebijakan mengenai
KTR di Indonesia diatur secara jelas
dalam Undang-Undang Nomor 36
Tahun 2009 tentang Kesehatan,
khususnya Pasal 115, yang mewajibkan
pemerintah daerah untuk menetapkan
KTR di sejumlah kawasan tertentu.
Kawasan tersebut meliputi fasilitas
pelayanan kesehatan, tempat proses
belajar mengajar, tempat anak bermain,
tempat ibadah, angkutan umum, tempat
kerja, serta tempat umum lainnya yang
ditetapkan.

Di kota Medan, regulasi terkait
kawasan tanpa rokok telah ditetapkan
melalui Peraturan Daerah Kota Medan
Nomor 3 Tahun 2014 tentang Kawasan
Tanpa Rokok, yang kemudian diperkuat
dengan Peraturan Walikota Medan
Nomor 35 Tahun 2014 sebagai aturan
pelaksana. Kedua  regulasi ini
mewajibkan adanya KTR di fasilitas
pelayanan kesehatan, tempat belajar
mengajar, tempat ibadah, angkutan
umum, tempat Kkerja, serta area umum
lainnya.

Salah satu puskesmas di Kota
Medan yang telah  menerapkan
Peraturan Daerah (Perda) tentang
Kawasan Tanpa Rokok (KTR), namun
masih menghadapi angka perokok yang
cukup tinggi, adalah Puskesmas Bestari.
Pada tahun 2023, puskesmas ini
mencatat 584 orang perokok dari total
2.348 peserta skrining. Pada 2024,
jumlah tersebut menurun menjadi 237
orang dari 3.227 peserta. Namun, pada
Juni 2025, angka perokok kembali
tercatat sebanyak 243 orang dari 1.026
peserta skrining. Data ini menunjukkan
keberadaan perokok di lingkungan
Puskesmas Bestari masih  cukup
signifikan.
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Berdasarkan hasil survei awal
melalui observasi di Puskesmas Bestari
pada Juli 2025, implementasi Peraturan
Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun
2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok
telah  dilaksanakan, tetapi masih
menghadapi berbagai kendala.
Puskesmas telah  memiliki  Surat
Keputusan (SK), Standar Operasional
Prosedur (SOP), dan petugas KTR,
namun sosialisasi masih kurang intensif.
Media informasi seperti poster dan
brosur sering rusak atau tidak
ditempatkan secara strategis, sehingga
banyak pengunjung belum memahami
aturan yang berlaku.  Akibatnya,
perilaku merokok masih ditemukan di
ruang tunggu, area parkir, dan dekat
pintu masuk. Penegakan aturan terbatas
pada teguran verbal ketika petugas ada
di lokasi, tanpa sistem pelaporan
formal, sehingga tingkat kepatuhan
masyarakat rendah.

Penelitian mengenai implementasi
Perda KTR pernah dilakukan oleh
Nasution dkk. (2022) di Kota Medan
menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan
terhadap kebijakan kawasan tanpa
rokok (KTR) hanya mencapai 44%,
meskipun pada fasilitas kesehatan
kepatuhan relatif lebih tinggi, yakni
sekitar 83%. Penelitian ini menegaskan
bahwa keterbatasan anggaran, lemahnya
mekanisme pengawasan, serta
kurangnya sosialisasi menjadi faktor
utama rendahnya kepatuhan.

Penelitian lain oleh Suhadi dkk.
(2025) di Kota Kendari menunjukkan
bahwa hanya 7,5% lokasi publik yang
sepenuhnya patuh pada aturan KTR,
dengan tingkat kepatuhan tertinggi di
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fasilitas kesehatan (~40%). Hasil ini
memperlihatkan bahwa meskipun ada
kebijakan yang jelas, pelanggaran tetap
marak akibat lemahnya pengawasan dan
rendahnya kesadaran masyarakat. Selain
itu, studi Putra (2024) di Aceh
menyoroti adanya perbedaan efektivitas
penerapan KTR antar kabupaten/kota.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa
kepatuhan masyarakat sangat
dipengaruhi oleh dukungan pemerintah
daerah, sosialisasi kebijakan, serta
koordinasi lintas sektor.

Berdasarkan paparan tersebut di
atas, maka peneliti tertarik untuk
melakukan penelitian yang berjudul
“Faktor-Faktor yang Memengaruhi
Kepatuhan Masyarakat terhadap
Peraturan Daerah Kawasan Tanpa
Rokok di Lingkungan Puskesmas
Bestari Medan™.

Metode

Jenis penelitian yang digunakan
adalah kuantitatif dengan rancangan
cross sectional study. Penelitian ini
dilaksanakan  di  wilayah  kerja
Puskesmas Bestari Kota Medan, pada
tanggal 12 Juli 2025 hingga
20mFebruari  2026. Populasi dalam
penelitian ini adalah pengunjung yang
telah  mengikuti  skrining  perilaku
merokok dan dinyatakan sebagai
perokok di Puskesmas Bestari Kota
Medan pada bulan Desember yaitu
sebanyak 278 orang. Jumlah sampel
ditentukan dengan purposive sampling
berjumlah 75  responden.  Data
dikumpulkan melalui kuesioner dan
kemudian dianalisis univariat, bivariat,
dan multivariat.
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Hasil
Tabel 1 Karakteristik Responden di lingkungan Puskesmas Bestari Medan
Variabel Frekuensi (f) Persentase (%)
Usia
< 36 tahun 25 33,3
36-45 tahun 33 44,0
> 45 tahun 17 22,7
Jenis Kelamin
Laki-laki 53 77,7
Perempuan 22 29,3
Pendidikan
SMP 15 20,0
SMA 40 53,3
PT 20 26,7
Pengetahuan Masyarakat
Kurang 39 52,0
Baik 36 48,0
Sikap Masyarakat
Negatif 44 58,7
Positif 31 41,3
Fasilitas dan Sarana Pendukung
Tidak Memadai 42 56,0
Memadai 33 44,0
Dukungan Tenaga Kesehatan
Tidak Mendukung 41 54,7
Mendukung 34 45,3
Kepatuhan Masyarakat
Tidak Patuh 41 54,7
Patuh 34 45,3
Total 75 100

Berdasarkan Tabel 1 diketahui
bahwa, sebagian besar responden di
berada pada kelompok usia 36-45
tahun, yaitu 33 orang (44,0%), laki-laki
53 orang (70,7%), SMA 40 orang
(53,3%). Sebagian lainnya
berpendidikan perguruan tinggi
sebanyak 20 orang (26,7%) dan
pendidikan SMP sebanyak 15 orang
(20,0%), tingkat pengetahuan yang
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kurang sebanyak 39 orang (52,0%),
sikap negatif sebanyak 44 orang
(58,7%), menilai fasilitas dan sarana
pendukung kurang memadai sebanyak
42 orang (56,0%). menilai dukungan
tenaga kesehatan kurang sebanyak 41
orang (54,7%), dan tidak patuh terhadap
Peraturan Daerah Kawasan Tanpa
Rokok sebanyak 41 orang (54,7%).
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Tabel 2 Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kepatuhan Masyarakat Dalam Mematuhi
Perda Kawasan Tanpa Rokok Di Puskesmas Bestari Medan

Kepatuhan Masyarakat

Variabel Tidak Patuh Patuh Total p value
f % f % f %

Pengetahuan Masyarakat

Kurang 32 4277 7 93 39 520 0.001

Baik 9 120 27 360 36 480

Sikap Masyarakat

Negatif 37 494 7 93 44 587 0,001

Postif 4 53 27 360 31 413

Sanksi

Lemah 37 494 7 93 44 58,7 0,001

Kuat 4 53 27 360 31 413

Fasilitas dan Sarana Pendukung

Tidak Memadai 32 42,7 10 133 42 56,0 0,001

Memadai 9 120 24 320 33 440

Dukungan Tenaga Kesehatan

Tidak Mendukung 32 427 9 120 41 54,7 0,001

Mendukung 9 120 25 333 34 453

Total 41 547 34 453 75 100
Berdasarkan Tabel 2 diketahui masyarakat dengan sikap  positif

bahwa sebagian besar masyarakat yang
memiliki tingkat pengetahuan kurang
cenderung tidak patuh terhadap Perda
Kawasan Tanpa Rokok, yaitu 32 orang
(42,7%), sedangkan yang patuh hanya 7
orang (9,3%). Sebaliknya, sebagian
besar masyarakat dengan pengetahuan
baik menunjukkan kepatuhan, yaitu 27
orang (36,0%) dibandingkan yang tidak
patuh sebanyak 9 orang (12,0%). Hasil
uji  statistik menunjukkan adanya
pengaruh  yang signifikan antara
pengetahuan masyarakat dengan
kepatuhan dalam mematuhi Perda
Kawasan Tanpa Rokok, dengan nilai p
= 0,001 (p < 0,05).

Sebagian besar masyarakat yang
memiliki sikap negatif cenderung tidak
patuh terhadap Perda Kawasan Tanpa
Rokok, vyaitu 37 orang (49,4%),
sedangkan yang patuh hanya 7 orang
(9,3%). Sebaliknya, sebagian besar
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menunjukkan kepatuhan, yaitu 27 orang
(36,0%) dibandingkan yang tidak patuh
sebanyak 4 orang (5,3%). Hasil uji
statistik menunjukkan adanya pengaruh
yang signifikan antara sikap masyarakat
dengan kepatuhan dalam mematuhi
Perda Kawasan Tanpa Rokok, dengan
nilai p = 0,001 (p < 0,05).

Sebagian besar masyarakat yang
menilai sanksi lemah cenderung tidak
patuh terhadap Perda Kawasan Tanpa
Rokok, vyaitu 37 orang (49,4%),
sedangkan yang patuh hanya 7 orang
(9,3%). Sebaliknya, sebagian besar
masyarakat yang menilai sanksi kuat
menunjukkan kepatuhan, yaitu 27 orang
(36,0%) dibandingkan yang tidak patuh
sebanyak 4 orang (5,3%). Hasil uji
statistik menunjukkan adanya pengaruh
yang signifikan antara  sanksi
masyarakat dengan kepatuhan dalam
mematuhi  Perda Kawasan Tanpa
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Rokok, dengan nilai p = 0,001 (p <
0,05).

Sebagian besar masyarakat yang
menilai fasilitas dan sarana pendukung
tidak memadai cenderung tidak patuh
terhadap Perda Kawasan Tanpa Rokok,
yaitu 32 orang (42,7%), sedangkan yang
patuh hanya 10 orang (13,3%).
Sebaliknya, sebagian besar masyarakat
yang menilai fasilitas dan sarana

memadai  menunjukkan  kepatuhan,
yaitu 24 orang (32,0%) dibandingkan
yang tidak patuh sebanyak 9 orang
(12,0%). Hasil uji statistik
menunjukkan adanya pengaruh yang
signifikan antara fasilitas dan sarana
pendukung dengan kepatuhan
masyarakat dalam mematuhi Perda
Kawasan Tanpa Rokok, dengan nilai p
= 0,001 (p < 0,05).

Tabel 3 Analisis Multivariat

Variabel B p value Exp(B) OR 95% CI For Exp
(B)

Sikap masyarakat 3,483 0,000 32,555 5,593-189,502

Sanksi 3,483 0,000 32,893 4,422-190,223

Berdasarkan hasil analisis regresi
logistik bertahap, pada tahap terakhir
diperoleh dua variabel yang masih
berpengaruh signifikan terhadap
variabel  dependen, vyaitu  sikap
masyarakat dan sanksi  (p=0,000).
Apabila ditinjau dari besarnya nilai
Odds Ratio (OR), variabel sanksi
memiliki nilai  OR paling besar
dibandingkan variabel lainnya, yaitu
sebesar 32,893, dengan interval
kepercayaan 95% CI sebesar 4,422—
190,223. Nilai ini menunjukkan bahwa
keberadaan  sanksi  meningkatkan
peluang terjadinya perubahan perilaku
secara signifikan dibandingkan faktor
lainnya.

Pembahasan

Sebagian besar masyarakat yang
memiliki tingkat pengetahuan kurang
cenderung tidak patuh terhadap Perda
Kawasan Tanpa Rokok (42,7%), dasil
uji  statistik menunjukkan adanya
pengaruh  yang signifikan antara
pengetahuan masyarakat dengan
kepatuhan dalam mematuhi Perda
Kawasan Tanpa Rokok, dengan nilai p
= 0,001 (p < 0,05).

Sejumlah penelitian menunjukkan
adanya hubungan signifikan antara
pengetahuan dan kepatuhan terhadap
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kebijakan KTR. Penelitian ini sejalan
dengan penelitian Wulandari  dkk.
(2024) di Kabupaten Lebong dengan
judul “Analisis Faktor  yang
Berhubungan  dengan  Partisipasi
Masyarakat dalam Penerapan Kawasan
Tanpa Rokok (KTR)”, yang juga
menemukan bahwa pengetahuan
masyarakat berhubungan secara
signifikan dengan tingkat partisipasi
dalam penerapan Kawasan Tanpa
Rokok (p = 0,000). Hasil tersebut
menunjukkan bahwa semakin tinggi
tingkat pengetahuan responden tentang
peraturan dan dampak kebijakan KTR,
semakin besar kecenderungan mereka
untuk  berpartisipasi  aktif  dalam
penerapannya. Temuan ini memperkuat
peran pengetahuan sebagai salah satu
faktor penting yang memengaruhi
keterlibatan masyarakat dalam upaya
implementasi ~ kebijakan  kesehatan
masyarakat, khususnya dalam konteks
Kawasan Tanpa Rokok.

Penelitian ini sejalan dengan
temuan dalam studi Adinda dkk. (2025)
yang meskipun berfokus pada hubungan
implementasi kebijakan zona tanpa
rokok dengan kejadian pneumonia pada
bayi, menekankan pentingnya
pengetahuan dan kesadaran masyarakat
terhadap kebijakan smoke-free zone
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sebagai bagian dari upaya perlindungan
kesehatan masyarakat. Hasil penelitian
tersebut menunjukkan bahwa
implementasi kebijakan KTR memiliki
hubungan dengan faktor-faktor yang
berkaitan dengan kesadaran masyarakat
akan dampak asap rokok terhadap
kesehatan anak, sehingga pengetahuan
masyarakat tentang bahaya asap rokok
dan kebijakan tanpa rokok menjadi
penting dalam mendukung penerapan
kebijakan tersebut di tingkat lokal.
Temuan ini  menguatkan  peran
pengetahuan sebagai variabel penting
dalam studi komunitas yang menilai
partisipasi masyarakat pada kebijakan
berbasis kesehatan seperti KTR.

Peneliti berasumsi bahwa
kepatuhan masyarakat terhadap
kebijakan KTR tidak hanya ditentukan
oleh keberadaan aturan secara formal,
tetapi sangat dipengaruhi oleh tingkat
pemahaman dan kesadaran masyarakat
terhadap manfaat kebijakan tersebut
bagi kesehatan diri sendiri maupun
orang lain. Pengetahuan yang bersifat
parsial cenderung menghasilkan
kepatuhan  yang  situasional  dan
bergantung pada pengawasan eksternal.
Oleh karena itu, peningkatan
pengetahuan masyarakat ~ melalui
edukasi yang terstruktur dan
berkelanjutan ~ dipandang  sebagai
strategi penting dalam memperkuat
kepatuhan terhadap Perda Kawasan
Tanpa Rokok. Pengetahuan yang
komprehensif ~ diharapkan ~ mampu
membentuk kesadaran internal sehingga
kepatuhan masyarakat tidak hanya
bersifat sementara, tetapi menjadi
perilaku  yang  konsisten  dalam
mendukung terciptanya lingkungan
puskesmas yang sehat dan bebas asap
rokok.

Sebagian besar masyarakat yang
memiliki sikap negatif cenderung tidak
patuh terhadap Perda Kawasan Tanpa
Rokok (49,4%), hasil uji statistik
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menunjukkan adanya pengaruh yang
signifikan antara sikap masyarakat
dengan kepatuhan dalam mematuhi
Perda Kawasan Tanpa Rokok, dengan
nilai p = 0,001 (p < 0,05)

Penelitian ini sejalan dengan
penelitian Syafaat dan Utama (2024)
mengenai penegakan Peraturan Daerah
tentang Kawasan Tanpa Rokok di
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
yang menunjukkan bahwa sikap dan

kesadaran masyarakat terhadap
kebijakan KTR masih menjadi kendala
dalam implementasi kebijakan.

Rendahnya kesadaran hukum dan sikap
masyarakat yang belum sepenuhnya
mendukung aturan KTR berkontribusi
terhadap belum optimalnya penegakan
peraturan tersebut.

Sebagian besar masyarakat yang
menilai sanksi lemah cenderung tidak
patuh terhadap Perda Kawasan Tanpa
Rokok (49,4%), hasil uji statistik
menunjukkan adanya pengaruh yang
signifikan antara sanksi masyarakat
dengan kepatuhan dalam mematuhi
Perda Kawasan Tanpa Rokok, dengan
nilai p = 0,001 (p < 0,05).

Temuan penelitian ini didukung
oleh penelitian Tanzih Bani (2024) yang
menelaah implementasi Kawasan Tanpa
Rokok berdasarkan Peraturan Daerah
Kabupaten Siak Nomor 13 Tahun 2018.
Penelitian tersebut menemukan bahwa
salah  satu  faktor  penghambat
pelaksanaan KTR adalah kurangnya
kesadaran masyarakat terhadap aturan
larangan merokok di area yang
ditetapkan sebagai kawasan bebas asap
rokok. Rendahnya kesadaran ini juga
mencerminkan sikap masyarakat yang
belum sepenuhnya mendukung dan
mematuhi ketentuan KTR sehingga
pelaksanaan peraturan belum berjalan
optimal. Temuan ini memperkuat
temuan penelitian ini  bahwa sikap
masyarakat terhadap kebijakan KTR
berperan penting dalam menentukan
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tingkat partisipasi dan kepatuhan,
dimana sikap yang belum mendukung
menjadi salah satu kendala dalam
penegakan dan implementasi kebijakan
Kawasan Tanpa Rokok secara efektif.

Penelitian ini juga sejalan dengan
penelitian yang dilakukan Ramadani
dkk (2024) di Kota Semarang yang
menelaah penegakan hukum dan sanksi
dalam Peraturan Daerah Nomor 3
Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa
Rokok. Penelitian tersebut menemukan
bahwa penerapan sanksi terhadap
pelanggaran KTR dilakukan secara
bertingkat, dimulai dari peringatan
lisan, pernyataan tidak akan merokok
lagi, hingga sanksi pidana ringan bagi
pelanggar yang mengulangi
pelanggaran. Sanksi bertingkat ini
dirancang untuk mendorong kesadaran
dan kepatuhan masyarakat terhadap
larangan merokok di area bebas asap
rokok dan menunjukkan peran regulasi
sanksi dalam menguatkan implementasi
kebijakan KTR. Temuan ini
menunjukkan bahwa selain faktor
disposisi seperti sikap dan pengetahuan,
aspek penegakan hukum melalui sanksi
juga merupakan bagian penting dalam
mendukung  pelaksanaan ~ Kawasan
Tanpa Rokok.

Sebagian besar masyarakat yang
menilai fasilitas dan sarana pendukung
tidak memadai cenderung tidak patuh
terhadap Perda Kawasan Tanpa Rokok
(42,7%), hasil uji statistik menunjukkan
adanya pengaruh yang signifikan antara
fasilitas dan sarana pendukung dengan
kepatuhan masyarakat dalam mematuhi
Perda Kawasan Tanpa Rokok, dengan
nilai p = 0,001 (p <0,05)

Penelitian ini sejalan dengan
penelitian ~ yang  dilakukan  oleh
Trisnowati dkk. (2025) di Poltekkes
Kemenkes Bengkulu yang membahas
pengaruh fasilitas sarana pendukung
terhadap kepatuhan masyarakat dalam
mematuhi Peraturan Daerah Kawasan
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Tanpa Rokok. Penelitian tersebut
menunjukkan  bahwa  ketersediaan
sarana  pendukung, seperti papan
larangan merokok, media informasi,
serta penyediaan area khusus merokok
di luar kawasan KTR, berperan dalam
meningkatkan kepatuhan masyarakat
terhadap  aturan  yang  berlaku.
Keterbatasan  fasilitas  pendukung
menjadi salah satu faktor yang
menyebabkan rendahnya kepatuhan
dalam penerapan kebijakan Kawasan
Tanpa Rokok.

Temuan ini juga sejalan dengan
penelitian oleh Zuhra dan helen (2025)
di Kabupaten Agam yang mengkaji
efektivitas  pelaksanaan  Peraturan
Daerah Kawasan Tanpa Rokok. Hasil
penelitian tersebut menunjukkan bahwa
keterbatasan sarana dan prasarana
pendukung menjadi hambatan dalam
implementasi kebijakan KTR sehingga
pelaksanaannya belum berjalan optimal.
Hal ini menegaskan bahwa keberadaan
fasilitas sarana pendukung merupakan
faktor penting dalam mendukung
kepatuhan masyarakat terhadap
penerapan Perda Kawasan Tanpa
Rokok.

Sebagian besar masyarakat yang
menilai dukungan tenaga kesehatan
tidak mendukung cenderung tidak patuh
terhadap Perda Kawasan Tanpa Rokok
(42,7%), hasil uji statistik menunjukkan
adanya pengaruh yang signifikan antara
dukungan tenaga kesehatan dengan
kepatuhan masyarakat dalam mematuhi
Perda Kawasan Tanpa Rokok, dengan
nilai p = 0,001 (p <0,05).

Penelitian terbaru mendukung
peran  tenaga  kesehatan  dalam
penerapan KTR. Penelitian ini sejalan
dengan penelitian Rahma, Diani Putri
(2026) yang menelaah implementasi
Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten
Tulang Bawang Barat Nomor 01 Tahun
2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok di
Rumah Sakit Asy Syifa Medika Tulang
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Bawang Barat. Penelitian tersebut
menemukan  bahwa  implementasi
kebijakan KTR belum berjalan optimal
karena salah satu faktor yang
memengaruhi adalah rendahnya
kesadaran masyarakat terhadap
pentingnya kawasan tanpa rokok.
Rendahnya kesadaran ini berdampak
pada masih ditemukannya aktivitas
merokok di area yang sudah ditetapkan
sebagai KTR, yang mencerminkan
bahwa sikap dan  pemahaman
masyarakat mengenai kebijakan
berperan penting dalam efektivitas
implementasi KTR. Temuan ini
menguatkan hasil penelitian ini bahwa
sikap masyarakat terhadap kebijakan
KTR, khususnya dalam hal kesadaran
dan kepatuhan, merupakan faktor
penting dalam menentukan tingkat
partisipasi masyarakat dalam penerapan
Kawasan Tanpa Rokok.

Peneliti berasumsi bahwa perlu
adanya pembinaan disiplin agar tenaga
kesehatan tidak merokok, pelatihan
komunikasi efektif untuk memberi
edukasi kepada pasien, serta penguatan
peran  tenaga  kesehatan  dalam
pengawasan. Dengan dukungan yang
kuat, tenaga kesehatan dapat menjadi
ujung tombak keberhasilan
implementasi Perda KTR.

Simpulan

Ada pengaruh  pengetahuan,
sanksi, fasilitas sarana pendukung, dan
dukungan tenaga kesehatan terhadap
kepatuhan masyarakat dalam mematuhi
Perda Kawasan Tanpa Rokok di
Puskesmas Bestari Medan.

Saran

Disarankan kepada Pemerintah
Kota Medan agar dapat memperkuat
pembinaan dan pengawasan penerapan
Perda Kawasan Tanpa Rokok di
fasilitas pelayanan kesehatan,
khususnya puskesmas. Pemerintah juga
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disarankan untuk memperjelas
mekanisme penegakan sanksi serta
meningkatkan koordinasi lintas sektor
agar implementasi Perda KTR dapat
berjalan lebih efektif dan merata.
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